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Abstract: The Indonesia Smart  Program (Program Indonesia Pintar/PIP) is a government 

initiative aimed at enhancing educational accessibility for children from economically 

vulnerable families. This study aims to analyze the effectiveness of PIP in reducing the 

personal education cost burden of students from poor and near-poor families at both 

primary and secondary education levels. Using a post-positivist approach, this research 

employs primary data obtained through interviews with representatives from the 

Educational Financing Service Center (Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan/Puslapdik) 

and student beneficiaries of PIP, as well as secondary data from official government 

documents related to the program. The findings indicate that PIP has successfully reached 

over 18 million students annually, with fund disbursement exceeding the targeted 

allocation. However, the financial assistance provided only covers approximately 23% to 

25% of the students' actual educational needs. This reveals a mismatch between the aid 

amount and the students’ real requirements in the field. Further analysis highlights that the 

inadequacy of the financial support received, accessibility challenges in remote areas, and 

weak oversight of fund utilization constitute major challenges affecting the program’s 

sustainability. Additionally, while data show an increase in the net enrollment rate (Angka 

Partisipasi Murni/APM) among the bottom 40% income group, the insufficient amount of 

financial assistance relative to students’ actual needs hinders the program's effectiveness. 

The study also reveals geographic disparities in aid accessibility, driven by infrastructure 

limitations and restricted banking access in remote areas. Although PIP has proven 

effective in supporting educational access, optimizing its impact requires periodic 

adjustments to the assistance amount, an improved monitoring system, and enhanced 

distribution mechanisms to ensure a more significant impact in the future. 
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Abstrak: Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan upaya pemerintah untuk 

meningkatkan aksesibilitas pendidikan bagi anak-anak dari keluarga yang rentan secara 

ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas PIP dalam mengurangi 

beban biaya personal pendidikan peserta didik dari keluarga miskin dan rentan miskin di 

jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah. Dengan menggunakan 

pendekatan post-positivist, penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui 

wawancara dengan perwakilan Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) dan 

peserta didik penerima manfaat PIP, serta data sekunder dari dokumen resmi pemerintah 

berkaitan dengan Program Indonesia Pintar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PIP telah 

berhasil menjangkau lebih dari 18 juta peserta didik setiap tahunnya, dengan realisasi 

penyaluran dana melebihi target yang ditetapkan. Namun, besaran dana bantuan yang 

diberikan hanya mampu memenuhi 23% hingga 25% dari kebutuhan rill pendidikan peserta 

didik. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan kebutuhan aktual peserta didik 

dilapangan.  Analisis lebih lanjut juga mengungkapkan bahwa ketidakcukupan besaran 

bantuan yang diterima, kendala akses di daerah terpencil, serta lemahnya pengawasan 

penggunaan dana menjadi tantangan utama program ini yang mempengaruhi keberlanjutan 

program. Selain itu, meskipun data menunjukkan adanya peningkatan angka partisipasi  
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murni (APM) pada kelompok 40% pendapatan terbawah, besaran dana yang tidak 

sebanding dengan kebutuhan riil peserta didik dinilai menghambat efektivitas program. 

Temuan penelitian juga menunjukkan adanya disparitas geografis dalam aksesibilitas 

bantuan, yang disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur dan akses perbankan di daerah 

terpencil. Meskipun PIP efektif dalam mendukung akses pendidikan, namun untuk 

meningkatkan efektivitas program secara optimal, maka diperlukan adanya penyesuaian 

besaran bantuan secara berkala, sistem pengawasan, dan mekanisme penyaluran agar 

program ini dapat memberikan dampak yang lebih signifikan di masa mendatang. 

Kata kunci: efektivitas; biaya pendidikan; program indonesia pintar 

Sebagaimana diamanatkan dalam pasal 31 UUD 1945 bahwa pendidikan merupakan 

kebutuhan dasar bagi setiap individu dan menjadi tanggung jawab pemerintah dalam menjamin 

kemudahan akses serta terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi warga negara tanpa 

pengecualian. Melalui pendidikan, peserta didik mampu mengembangkan potensi yang ada pada 

dirinya baik melalui pendidikan formal maupun melalui pendidikan nonformal. Pendidikan tidak 

hanya berperan dalam membentuk karakter bangsa yang bermartabat tetapi juga berperan sebagai 

katalis untuk meningkatkan kesejahteraan individu dan mendorong pertumbuhan ekonomi serta 

sosial yang berkelanjutan. Peran pendidikan juga sangat dibutuhkan dalam melawan arus 

globalisasi dalam rangka mempertahankan kepribadian yang menjunjung tinggi nilai, etika, 

toleransi, tolong menolong yang dimiliki (Kholillah et al., 2022). Di Indonesia, akses terhadap 

pendidikan berkualitas masih menghadapi berbagai tantangan, terutama bagi masyarakat yang 

rentan secara ekonomi. Biaya pendidikan yang terus meningkat menjadi salah satu hambatan 

utama dalam menyelesaikan pendidikan baik pada tingkat dasar maupun lanjutan sehingga 

menciptakan kesenjangan partisipasi dan memperburuk ketimpangan sosial-ekonomi (Ye-yun, 

2006). Sebagaimana ditekankan oleh Rahmatin & Soejoto (2017), bahwa kemiskinan akan 

berpengaruh terhadap angka partisipasi sekolah, sehingga individu dari keluarga kurang mampu 

berisiko mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan yang layak, bahkan terpaksa putus 

sekolah demi membantu perekonomian keluarga (Nugroho et al., 2021). 

Pentingnya pendidikan mendorong pemerintah di berbagai negara untuk meningkatkan 

aksesibilitas pendidikan terutama bagi masyarakat kurang mampu dengan memperkenalkan 

berbagai program bantuan seperti pinjaman, beasiswa bagi peserta didik dan subsidi pendidikan. 

Di Malaysia misalnya, terdapat Bantuan Awal Persekolahan (BAP) sebagai inisiatif pemerintah 

untuk meringankan beban finansial orang tua pada awal tahun ajaran. Sedangkan di Indonesia, 

pemerintah telah menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan akses pendidikan melalui 

berbagai program bantuan, salah satunya Program Indonesia Pintar (PIP) yang menyediakan 

bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu. Program ini bertujuan 

untuk meringankan beban biaya personal pendidikan dan mendukung program rintisan wajib 

belajar 12 tahun dengan besaran dana yang diterima oleh peserta didik berbeda-beda bergantung 

pada jenjang pendidikan masing-masing. Meskipun demikian, efektivitas program seperti PIP 

masih menghadapi tantangan, seperti keterlambatan pencairan dana, keterlambatan menerima 
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informasi data penerima PIP (Ahmad dalam Meiynana & Machdum, 2020), termasuk dalam hal 

pendistribusian bantuan (Dimmera & Purnasari, 2020) dan kebutuhan riil biaya pendidikan 

individu. Besaran bantuan yang diterima oleh peserta didik setiap tahunnya dinilai belum cukup 

untuk memenuhi kebutuhan peserta didik Yusup dalam (Hamdi et al., 2020) seperti biaya 

transportasi atau peralatan sekolah lainnya terutama bagi peserta didik pada pendidikan kejuruan 

yang memerlukan tunjangan pendidikan pribadi yang lebih tinggi, sehingga akan berdampak pada 

angka putus sekolah. Sebagaimana hasil penelitian yang menunjukkan bahwa keputusan orang 

tua dan peserta didik mengenai kelanjutan pendidikan anak, terutama di jenjang sekolah dasar dan 

menengah, dipengaruhi oleh biaya personal pendidikan. Bagi keluarga berpenghasilan rendah, 

beban biaya ini seringkali menjadi faktor utama yang menentukan apakah seorang anak dapat 

melanjutkan sekolah atau tidak (Harahap et al., 2021).  

Studi lain juga menunjukkan bahwa program bantuan pendidikan seringkali terkendala oleh 

kendala administratif, kurangnya mekanisme pemantauan yang efisien, dan kesulitan dalam 

menghitung biaya pendidikan secara akurat dan komprehensif (Albrecht, 1993; Bettinger et al., 

2012). Oleh karena itu pengukuran biaya personal pendidikan yang akurat dan berbasis kebutuhan 

nyata peserta didik sangat penting dilakukan untuk memastikan program bantuan pemerintah 

seperti PIP dapat mencapai sasaran dengan efisien dan efektif. Ketimpangan ekonomi di antara 

peserta didik dapat diidentifikasi secara lebih efektif melalui pengukuran biaya personal 

pendidikan. Sebuah studi yang dilakukan di Nepal oleh (Pandey, 2022) menunjukkan bahwa 

penghitungan biaya pendidikan yang komprehensif, seperti biaya langsung (buku dan seragam), 

biaya tidak langsung (transportasi dan uang saku), serta biaya peluang (pendapatan yang hilang 

karena bersekolah), berperan penting dalam merumuskan kebijakan yang lebih adil dan tepat 

sasaran. Program PIP diluncurkan pertama kali pada awal kepemimpinan Presiden Joko Widodo 

pada tahun November 2014 (Siddik et al., 2022), dan mulai dilaksanakan oleh Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2015 memiliki target sasaran yang sangat fantastis setiap 

tahunnya, yaitu sebanyak 18 juta peserta didik. Berakhirnya masa kepemimpinan presiden ke-7 

Indonesia ini, menjadi penting untuk mengukur sejauh mana efektivitas program PIP dalam 

mencapai tujuannya, yaitu mendukung keberlanjutan pendidikan dasar hingga menengah. 

Berdasarkan tinjauan literatur terdahulu, kajian mengenai efektivitas PIP masih bersifat 

umum yang hanya melihat efektivitas sebagai satu dimensi saja, seperti ketepatan penyaluran atau 

ketepatan pelaksanaan program, namun tidak melihat sejauh mana program tersebut mampu 

mencapai tujuan awal kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Program 

Indonesia Pintar (PIP) dalam mengurangi beban biaya personal pendidikan peserta didik kurang 

mampu di jenjang pendidikan dasar dan menengah secara menyeluruh serta mengevaluasi 

kesesuaian besaran dana PIP dengan kebutuhan riil biaya pendidikan peserta didik secara lebih 

mendalam dengan menggunakan beberapa indikator efektivitas. Hasil analisis ini diharapkan 
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dapat menjadi dasar saran perbaikan dan inovasi bagi pelaksanaan program selanjutnya agar lebih 

optimal dan adaptif dalam menjawab kebutuhan pendidikan di masa mendatang. 

 

METODE  

Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist. Pendekatan ini dianggap relevan 

untuk memahami efektivitas penyelenggaraan Program Indonesia Pintar (PIP) secara mendalam 

mengingat bahwa program ini melibatkan berbagai aktor pelaksana. Penelitian ini merupakan 

jenis penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran sistematis, yang akan 

menyajikan hasil temuan secara rinci dan menyeluruh mengenai efektivitas PIP. Sumber data 

dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer 

diperoleh melalui wawancara dengan perwakilan dari Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan 

(Puslapdik) di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah dan peserta didik 

penerima manfaat PIP. Sebagai penyelenggara di tingkat pusat, Puslapdik memiliki peran penting 

dalam mengelola, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan PIP. Wawancara dengan Puslapdik 

dilakukan untuk menggali informasi yang komprehensif terkait perencanaan, mekanisme 

penyaluran dana, ketercapaian sasaran, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program. 

Wawancara juga diarahkan untuk mendapatkan gambaran mengenai efektivitas PIP dari 

perspektif pihak penyelenggara. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen berkaitan 

dengan PIP dari situs resmi pemerintah maupun laporan pemerintah. Penggunaan data sekunder 

bertujuan untuk melengkapi dan mengonfirmasi temuan dari data primer, sehingga menghasilkan 

analisis yang lebih kuat. Proses analisis dilakukan secara sistematis dengan memetakan pola-pola 

yang relevan dengan efektivitas program, seperti tingkat ketercapaian sasaran, kecukupan besaran 

dana, dan tantangan dalam implementasi. Sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran yang 

mendalam mengenai keberhasilan PIP serta menawarkan rekomendasi strategis untuk 

peningkatan kebijakan di masa mendatang. 

Penelitian ini menggunakan teori efektivitas William N. Dunn, karena memberikan fokus 

yang jelas pada pengukuran pencapaian tujuan program, sesuai dengan tujuan utama PIP yaitu 

untuk meningkatkan partisipasi pendidikan dan mengurangi angka putus sekolah. Menurut 

(Dunn, 2018) pengukuran efektivitas merupakan bagian dari evaluasi kebijakan ataupun program. 

Efektivitas mengacu pada tingkat keberhasilan suatu kebijakan atau program dalam mencapai 

tujuan. Dimana menurut Dunn (2018), efektivitas bukanlah konsep tunggal, yang hanya dilihat 

dari satu sudut pandang saja, melainkan bersifat multi-dimensi yang harus mempertimbangkan 

dimensi lainnya. Oleh karena itu, dalam pengukuran efektivitas suatu kebijakan atau program, 

haruslah mempertimbangkan dimensi evaluasi lainnya seperti efisiensi, kecukupan, kesetaraan, 

responsivitas, dan ketepatan, sehingga pengukuran efektivitas kebijakan atau program menjadi 

lebih komprehensif dan lebih realistis, tidak hanya berfokus pada ketercapaian kebijakan saja. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

HASIL 

Gambaran Program Indonesia Pintar 

Program Indonesia Pintar (PIP) sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Sekretaris 

Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 20 Tahun 2023, 

merupakan program bantuan pemerintah dalam membantu biaya personal pendidikan peserta 

didik dari keluarga miskin atau rentan miskin. PIP bertujuan untuk meningkatkan akses 

pendidikan bagi anak usia 6 hingga 21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan hingga tamat 

pendidikan menengah, mencegah peserta didik putus sekolah akibat kesulitan ekonomi, dan 

menarik kembali anak putus sekolah ke sistem pendidikan formal maupun nonformal (Hamid et 

al., 2023). Mekanisme pengusulan PIP dimulai dari usulan satuan pendidikan melalui Dapodik, 

kemudian diverifikasi oleh dinas pendidikan tingkat kabupaten/kota dan provinsi sebelum 

diusulkan ke Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) melalui sistem informasi 

Program Indonesia Pintar (SiPintar). Selain itu, usulan PIP juga dapat berasal dari Data Terpadu 

Kesejahteraan Sosial (DTKS), Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), dan 

pemangku kepentingan lainnya (Persesjen, 2023). Adapun prioritas utama penerima PIP adalah 

peserta didik pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau peserta didik dari keluarga miskin atau 

rentan miskin dengan kondisi khusus seperti yatim piatu, berpotensi putus sekolah, terdampak 

bencana, korban musibah di daerah konflik, berkebutuhan khusus, serta peserta didik yang orang 

tua/walinya sedang menjalani hukuman pidana. Dalam pelaksanaannya, bantuan PIP disalurkan 

satu kali dalam satu tahun ajaran pada jenjang pendidikan yang sama (Nelly Khairani Daulay et 

al., 2023; Persesjen, 2023). 

Penyaluran dana PIP dilakukan melalui bank penyalur yang bekerjasa sama dengan 

Puslapdik, yaitu BRI untuk jenjang SD dan SMP, BNI untuk jenjang SMA dan SMK, serta BSI 

untuk Provinsi Aceh. Bank penyalur yang telah ditunjuk tersebut menyalurkan dana PIP ke 

rekening tabungan atas nama peserta didik setelah melalui proses aktivasi rekening PIP terlebih 

dahulu. Dalam pelaksanaannya, PIP dikelola secara berjenjang mulai dari tingkat pusat 

(Puslapdik), provinsi (dinas pendidikan provinsi), kabupaten/kota (dinas pendidikan 

kabupaten/kota), hingga satuan pendidikan. Selain itu pelaksanaan PIP juga melibatkan 

koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk kementerian atau lembaga terkait 

lainnya. Adanya kerjasama antar instansi ini diharapkan dapat menjamin penyaluran bantuan 

yang efektif dan tepat sasaran. 
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Efektivitas Program Indonesia Pintar 

Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk 

meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin atau rentan miskin serta 

sebagai upaya pemerintah untuk mendukung program wajib belajar 12 tahun (Yuliwati, 2022). 

Setelah hampir sembilan tahun PIP diimplementasikan, pengukuran efektivitas Program 

Indonesia Pintar (PIP) menjadi penting untuk dilakukan. Dalam evaluasi program, efektivitas 

kebijakan publik mengacu pada seberapa besar program tersebut dapat menghasilkan manfaat 

nyata sesuai dengan tujuan awal kebijakan dibuat (Liu et al., 2023), sedangkan dalam Mukherjee 

et al. (2021) evaluasi efektivitas dilakukan dengan melihat sejauh mana program tersebut mampu 

mengatasi permasalahan yang ingin diselesaikan. 

Evaluasi efektivitas PIP menunjukkan bahwa program ini telah mencapai beberapa hasil 

yang optimal dalam menjangkau target sasaran. PIP menargetkan mampu menjangkau 18 juta 

lebih peserta didik dengan anggaran rata-rata 10,3 triliun rupiah. Setiap tahunnya, realisasi 

penyaluran PIP selalu melebihi target yang telah ditetapkan, seperti yang terlihat pada tabel 1 di 

bawah. 

Tabel 1. Tren Target Sasaran dan Realisasi Penyaluran PIP 5 Tahun Terakhir 

 

Tahun 

Target Penerima 

PIP  

(Siswa) 

Target Penyaluran 

Dana (Rp) 

Realisasi 

Penyaluran  

(Siswa) 

Realisasi Dana (Rp) 

2020 17.940.992 9.638.971.300.000 18.092.891 9.638.971.300.000 

2021 17.927.308 9.628.223.300.000 18.084.978 9.628.223.300.000 

2022 17.927.308 9.628.223.300.000 17.953.268 9.628.223.300.000 

2023 17.927.308 9.628.223.300.000 18.109.119 9.628.223.300.000 

2024 18.594.627 13.447.710.600.000 18.615.000 13.447.710.600.000 

Sumber: Sipintar, 2024 

 

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2024 misalnya, target penerima PIP adalah sebanyak 

18.594.627 peserta didik dengan anggaran sebesar Rp13.447.710.600.000,-.Dengan jumlah dana 

yang sama, realisasi penyaluran PIP berhasil melampaui target, yakni mencapai 18.615.000 

peserta didik. adanya perbedaan target dengan realisasi ini, dikarenakan realisasi peserta didik 

kelas awal dan kelas akhir melebihi target yang direncanakan, dimana untuk peserta didik 

penerima PIP kelas awal dan kelas akhir diberikan dana bansos untuk 1 semester atau setengah 

dari biaya satuan bansos yang ditetapkan, sehingga jumlah penerima melebihi target awal. 

Keberhasilan ini mencerminkan kemampuan program untuk menyesuaikan dengan kondisi 

peserta didik di lapangan. Meskipun demikian, keterbatasan anggaran tetap menjadi hambatan 

utama, sehingga tidak semua peserta didik yang memenuhi kriteria layak PIP di Dapodik dapat 

menerima manfaat dari program ini (Gutama et al., 2022). Berdasarkan data perbandingan tahun 

2023, PIP hanya mampu menjangkau 75% peserta didik layak PIP. Data ini tidak akan jauh 

berbeda jika disandingkan dengan realisasi pada tahun 2024. 
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Sumber: Informan (diolah kembali oleh peneliti), 2024 

Gambar 1. Grafik Perbandingan Realisasi PIP Terhada Peserta Didik Layak PIP 

 

Selain berhasil mencapai target penyaluran, efektivitas PIP juga dapat dilihat dari 

dampaknya terhadap akses pendidikan. Hal ini tercermin melalui analisis tren Angka Partisipasi 

Kasar (APK). APK merupakan sebuah indikator statistik untuk mengukur pencapaian pendidikan 

suatu negara dalam bentuk persentase, tanpa memperhatikan faktor usia (Diani Winarto et al., 

2024). Meskipun analisis efektivitas PIP terhadap akses pendidikan melalui tren APK sulit untuk 

dilakukan karena terkendala oleh keterbatasan data agregat nasional yang tidak memisahkan 

target kelompok sasaran PIP. Namun pasca implementasi PIP, tren APK menunjukkan pola yang 

beragam antar jenjang pendidikan. APK SD/MI mengalami penurunan dari 110,5 menjadi 106,27 

dalam 7 tahun, yang mengindikasikan adanya penurunan proporsi anak usia SD yang bersekolah. 

Sebaliknya, APK SMP/MTS cenderung meningkat dari 91,17 pada tahun 2015 menjadi 92,11 

pada tahun 2022. Sedangkan APK SMA/SMK/MA juga menunjukkan tren peningkatan yang 

cukup konsisten, naik dari 78,02 menjadi 85,49 pada tahun 2022. Secara umum, terlihat adanya 

peningkatan partisipasi pada jenjang yang lebih tinggi, sementara partisipasi di jenjang SD/MI 

justru menurun seperti yang terlihat pada tabel 2 di bawah. 

Tabel 2. Tren APK Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah 

Tahun SD/MI SMP/MTS SMA/SMK/MA 

2015 110,50 91,17 78,02 

2016 109,31 90,12 80,89 

2017 108,50 90,23 82,84 

2018 108,61 91,52 80,68 

2019 107,46 90,57 83,98 

2020 106,32 92,06 84,53 

2021 106,20 92,80 85,23 

2022 106,27 92,11 85,49 

Sumber: BPS (diolah peneliti), 2024 
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Mengingat keterbatasan APK dalam mencerminkan akses pendidikan secara spesifik bagi 

kelompok sasaran PIP, maka diperlukan suatu indikator yang lebih terfokus. Tren Angka 

Partisipasi Murni (APM) berdasarkan kelompok pengeluaran 40 persen terbawah disajikan dalam 

tabel 3 sebagai alternatif lain untuk menggambarkan efektivitas PIP dalam meningkatkan akses 

pendidikan dikalangan penerima manfaat dari tahun 2015 hingga 2019.  

Tabel 3. Tren APM Berdasarkan Kelompok Pengeluaran 40 Persen Terbawah 

Tahun SD/MI SMP/MTS SMA/SMK/MA 

2015 96,86 72,21 49,82 

2016 96,93 74,98 49,90 

2017 97,21 76,55 52,21 

2018 97,60 77,02 53,38 

2019 97,62 78,23 54,35 

Sumber: BPS (diolah peneliti), 2024

Data di atas menunjukkan tren positif APM berdasarkan kelompok pengeluaran 40 persen 

terbawah. Data ini merepresentasikan akses pendidikan bagi kelompok masyarakat dengan status 

ekonomi terendah, dan digunakan sebagai indikator efektivitas PIP dalam menjangkau peserta 

didik dari keluarga miskin atau rentan miskin (Diani Winarto et al., 2024). Secara umum, tren 

APM 40 persen terbawah berdasarkan data di atas menunjukkan peningkatan di semua jenjang 

pendidikan selama periode 2015 hingga 2019. Penelitian oleh Mulyo Prayitno & Mami Hajaroh 

(2024) juga memprediksi bahwa APM 40% terbawah di Kabupaten Pati akan meningkat dari 

tahun 2022 hingga 2032. Meskipun penelitian tersebut hanya memprediksi peningkatan APM 

40% terbawah di Kab. Pati, hal ini mengindikasikan adanya peningkatan akses pendidikan bagi 

kelompok masyarakat miskin atau rentan miskin, yang merupakan target utama PIP. Peningkatan 

ini dapat dijadikan sebagai indikasi awal potensi efektivitas PIP dalam meningkatkan akses 

pendidikan bagi kelompok sasarannya, terutama dengan menyediakan dukungan finansial untuk 

kebutuhan personal peserta didik, seperti buku, alat tulis, seragam, dan biaya transportasi serta 

kebutuhan pribadi lainnya. 

Meskipun tren positif APM menunjukkan adanya peningkatan akses pendidikan bagi 

kelompok masyarakat miskin, keberlanjutan dampak PIP terhadap angka putus sekolah dan 

kelangsungan pendidikan peserta didik masih menjadi tantangan besar yang memerlukan 

perhatian lebih lanjut. Dari perspektif keberlanjutan, data mengenai keberlanjutan pendidikan 

penerima PIP dan dampaknya terhadap angka putus sekolah masih sangat terbatas. Informan 

menyatakan kesulitan melacak keberlanjutan penerima PIP hingga tamat jenjang pendidikan 

karena mekanisme penentuan penerima yang bersifat tahunan dan bergantung pada data DTKS, 

P3KE, serta usulan dari pemangku kepentingan. Sifat data kemiskinan yang dinamis semakin 

mempersulit pelacakan ini. Lebih lanjut, belum ada penelitian yang secara khusus menganalisis 
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persentase penerima PIP yang putus sekolah dan faktor-faktor penyebabnya. Informan hanya 

memberikan dugaan umum bahwa PIP bersifat sebagai bantuan, bukan jaminan untuk tetap 

bersekolah, dan faktor-faktor lain seperti ketidakminatan peserta didik, perpindahan, atau 

mengikuti orang tua merantau dapat menjadi penyebab peserta didik putus sekolah. Selain itu 

faktor keluarga seperti tingkat pendidikan orangtua, kesulitan ekonomi, tekanan akademik, dan 

pergaulan bebas juga menjadi faktor penyebab peserta didik putus sekolah (Atasayar et al., 2024). 

Diperlukan adanya studi longitudinal dan pengumpulan data yang lebih sistematis untuk 

memahami dampak PIP terhadap keberlanjutan pendidikan dan angka putus sekolah. 

Dari perspektif motivasi belajar, PIP diharapkan mampu memberikan dorongan bagi 

peserta didik untuk terus belajar dengan menyediakan dukungan finansial untuk kebutuhan 

personal. Meskipun belum ada penelitian internal yang secara spesifik mengevaluasi dampak ini, 

beberapa hasil studi eksternal menunjukkan adanya korelasi positif antara PIP dan prestasi belajar 

peserta didik. Misalnya penelitian yang dilakukan oleh Syofyan et al. (2022) mengenai dampak 

PIP terhadap prestasi belajar peserta didik menujukkan bahwa PIP telah memberikan dampak 

yang sangat bagus terhadap prestasi belajar peserta didik di SMPN 2 Luhak Nan Duo. Penelitian 

oleh Kayah (2021) juga menunjukkan adanya pengaruh PIP dalam peningkatan prestasi belajar 

peserta didik dalam mata pelajaran PPKN. Disamping itu, penelitian lain juga menunjukkan 

bahwa PIP berpengaruh positif terhadap motivasi belajar peserta didik di SMPN 8 Paguyaman, 

meskipun tidak signifikan (Binti et al., 2023). Tetapi beberapa hasil penelitain lainnya tidak 

menemukan adanya hubungan yang signifikan antara PIP dan peningkatan semangat belajar 

peserta didik. 

Dari sisi penggunaan dana, dalam hal ini Sistem Informasi Program Indonesia Pintar 

(SIPINTAR) telah berfungsi sebagai wadah untuk melacak progres penyaluran dana di seluruh 

jenjang pendidikan. Namun, kelemahan signifikan masih ditemukan terutama karena belum 

adanya mekanisme yang memantau penggunaan dana oleh peserta didik setelah pencairan, 

sehingga evaluasi dampak program menjadi kurang komprehensif. Selain itu, cakupan evaluasi 

yang dilakukan pihak pelaksana yang hanya berbasis sampel sering kali tidak cukup representatif, 

khususnya untuk menggambarkan kondisi di wilayah yang menghadapi tantangan implementasi 

yang berbeda. 

Secara keseluruhan, Program Indonesia Pintar berpotensi untuk meningkatkan akses dan 

kualitas pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin. Namun, untuk mencapai efektivitas 

yang lebih tinggi, maka perlu dilakukan perbaikan pada beberapa aspek, seperti penguatan sistem 

monitoring penggunaan dana, peningkatan cakupan evaluasi, dan pengembangan mekanisme 

distribusi yang lebih inklusif.  

 

 



 

Eldita & Umanto, Efekttivitas Program Indonesia… 38 

 

 

PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disajikan sebelumnya, evaluasi efektivitas Program 

Indonesia Pintar (PIP) tidak hanya dilihat dari dimensi pencapain target penyaluran dana tetapi 

juga dinilai dari dimensi lainnya seperti seberapa efisien dan mencukupi program ini dalam 

menjawab kebutuhan peserta didik dari keluarga kurang mampu (Dunn, 2018). Oleh karena ini 

bagian Pembahasan ini akan membahas efektifitas PIP berdasarkan lima indikator lainnya. 

Efisiensi 

Menurut Dunn (2018), efisiensi berkaitan dengan pencapaian tujuan kebijakan dengan 

penggunaan sumber daya yang optimal, meminimalkan biaya, dan memaksimalkan manfaat. 

Dalam administrasi publik, efisiensi merujuk pada upaya mencapai tujuan seperti mengatasi 

permasalahan sosial, pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan menekankan biaya seminimal 

mungkin (Ortina, 2023). Sehingga dalam konteks PIP, efisiensi berarti bahwa dana publik yang 

dikeluarkan untuk program ini harus memberikan dampak yang maksimal terhadap akses 

pendidikan anak-anak dari keluarga miskin atau rentan miskin, dengan meminimalkan 

pemborosan dan keterlambatan penyaluran. 

Dalam pelaksanaannya, Pokja PIP melibatkan 32 staf pelaksana pusat, dan didukung oleh 

dana manajemen operasional yang digunakan untuk berbagai kegiatan seperti pengolahan data, 

monitoring, supervisi dan koordinasi dengan pelaksanan di tingkat daerah serta kegiatan 

pendukung lainnya. Dalam penyaluran dana, Puslapdik bekerja sama dengan tiga bank penyalur, 

yaitu BRI untuk jenjang SD dan SMP, BNI untuk jenjang SMA dan SMK serta BSI untuk 

penerima PIP di provinsi Aceh. Dalam proses tersebut, Puslapdik memastikan tidak ada biaya 

atau fee yang dikenakan kepada bank penyalur maupun peserta didik. Hal ini dilakukan untuk 

menjamin transparansi dan efisiensi pengelolaan dana, sehingga seluruh alokasi dana dapat 

digunakan secara optimal sesuai dengan tujuan program. Namun, lamanya proses penyaluran 

dana yang rata-rata memakan waktu 2 bulan, mengindikasikan adanya inefisiensi yang dapat 

mengurangi manfaat program bagi penerima (Amin et al., 2024). Variasi waktu pencairan antar 

daerah dan jenjang pendidikan, yang disebabkan oleh tahapan penyaluran dan kinerja bank 

penyalur, menunjukkan perlunya standarisasi dan optimalisasi proses pencairan. Meskipun 

terdapat sedikit keterlambatan dalam proses aktivasi dan penarikan dana PIP, proses tersebut 

sudah sesuai dengan mekanisme PIP (Kuspriyanto, 2024). Strategi pemisahan Surat Keputusan 

(SK) menjadi dua jenis, yaitu SK Nominasi dan SK Pemberian, bertujuan untuk meminimalkan 

dana yang tidak terserap dan dikembalikan ke kas negara. SK Nominasi diterbitkan terlebih 

dahulu untuk peserta didik yang belum memiliki rekening aktif, sebagai bentuk konfirmasi calon 

penerima PIP dan dorongan untuk segera membuka rekening. Setelah rekening aktif 

terkonfirmasi, barulah SK Pemberian diterbitkan yang sekaligus mencairkan dana bantuan. 

Namun, strategi ini belum cukup efektif mempercepat proses pencairan. Lamanya waktu antara 
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penerbitan SK Nominasi dan SK Pemberian, yang pada akhirnya memperpanjang waktu tunggu 

peserta didik menerima bantuan. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi dan optimalisasi alur 

proses, termasuk mekanisme verifikasi rekening dan sinkronisasi data antara Puslapdik, bank 

penyalur, dan sekolah, untuk mempercepat pencairan dana PIP. 

Dari sisi penerima manfaat, Peserta didik penerima PIP memprioritaskan penggunaan dana 

untuk membeli kebutuhan personal sekolah (Sholikhah, 2019) seperti buku, seragam, dan sepatu. 

Jika terdapat sisa dana, maka digunakan untuk keperluan study tour. Meskipun mereka 

menganggap penggunaan tersebut sudah efisien. Namun, perlu dicatat bahwa penggunaan dana 

PIP untuk study tour sebenarnya tidak sesuai peruntukan, mengingat kegiatan tersebut tidak 

bersifat wajib dan bukan merupakan biaya personal pendidikan yang ditanggung PIP. Kurangnya 

pemahaman peserta didik akan tujuan dan penggunaan dana PIP menyebabkan dana PIP yang 

diterima digunakan untuk membiayai keperluan diluar kebutuhan sekolah (Harun, 2021). Hal ini 

mengindikasikan perlunya penguatan sosialisasi dan pengawasan yang lebih jelas kepada 

penerima manfaat mengenai penggunaan dana PIP yang sesuai ketentuan. Selain itu, meskipun 

mekanisme pencairan dana PIP dianggap mudah oleh peserta didik tanpa adanya hambatan dari 

sekolah, dinas pendidikan maupun bank penyalur, namun akses ke bank penyalur yang jauh 

mengharuskan pencairan harus dilakukan secara kolektif melalui sekolah (Kuspriyanto, 2024). 

Kemudahan proses pencairan justru bertentangan dengan keluhan peserta didik terkait lamanya 

waktu penyaluran yang mengindikasikan adanya kesenjangan persepsi antara pelaksana dan 

penerima manfaat mengenai efisiensi program. 

Selanjutnya sebagai pihak pengelola pusat, Puslapdik menghadapi kesulitan dalam 

memantau penggunaan dana, mengingat target penerima lebih dari 18 juta peserta didik, sehingga 

mendelegasikan tugas tersebut kepada sekolah dan dinas pendidikan, yang juga memiliki 

keterbatasan kapasitas. Meskipun laporan yang diterima Puslapdik menunjukkan penggunaan 

dana umumnya untuk keperluan pendidikan seperti pembelian buku dan seragam, ditemukan juga 

penggunaan yang tidak sesuai peruntukan, seperti pembayaran SPP dan pembelian kebutuhan 

pokok. Hal ini menunjukkan lemahnya sistem pengawasan dan perlunya mekanisme monitoring 

yang lebih efektif untuk memastikan dana PIP digunakan sesuai tujuan dan mencegah potensi 

penyalahgunaan (Nadia Nadia et al., 2024). Saat ini, strategi Puslapdik fokus pada percepatan 

penyaluran dana melalui koordinasi dengan dinas pendidikan, bank penyalur, dan sekolah. Upaya 

ini meliputi optimalisasi waktu penyaluran, aktivasi rekening, dan penanganan kendala pencairan 

di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan adanya strategi yang lebih komprehensif, tidak hanya 

untuk memperlancar penyaluran dana, tetapi juga memastikan dana digunakan sesuai peruntukan. 
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Kecukupan 

Dimensi kecukupan (adequacy) pada dasarnya digunakan untuk menilai sejauh mana suatu 

kebijakan atau program memenuhi kebutuhan atau tujuan yang telah ditetapkan (Dunn, 2018), 

dimana program yang dilaksanakan sudah mampu menjawab kebutuhan masyarakat miskin 

(Damanik & Marom, 2016). Dalam konteks PIP kecukupan merujuk pada sejauh mana program 

ini mampu memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak dari keluarga miskin atau rentan miskin 

secara memadai, sehingga mereka dapat berpartisipasi penuh dalam proses pembelajaran dan 

menyelesaikan pendidikannya. 

Bantuan sosial PIP disalurkan kepada penerima 1 (satu) kali dalam satu tahun anggaran, 

dengan besaran yang diterima oleh tiap-tiap peserta didik berbeda berdasarkan jenjang pendidikan 

seperti yang terlihat pada tabel 4 berikut. 

Tabel 4. Besaran Unit Cost PIP Per Peserta Didik Per Tahun 

Jenjang 
Unit Cost/Tahun 

2015 s.d. 2023 2024 

SD 450.000,- 450.000,- 

SMP 750.000,- 750.000,- 

SMA 1.000.000,- 1.800.000,- 

SMK 1.000.000,- 1.800.000,- 

Sumber: Sipintar (diolah peneliti), 2024 

Tabel di atas menunjukkan bahwa besaran dana PIP yang diterima oleh peserta didik pada 

jenjang SD/SMP tidak mengalami kenaikan sejak tahun 2015 hingga 2024, yaitu sebesar 

Rp450.000,- per peserta didik per tahun untuk jenjang SD dan Rp750.000,- per peserta didik per 

tahun untuk jenjang SMP. Sedangkan pada jenjang SMA/SMK besaran dana yang diterima oleh 

peserta didik dari tahun 2015 s.d. 2023 adalah sebesar Rp1.000.000,- per peserta didik per tahun, 

sedangkan pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp800.000,- sehingga menjadi 

Rp1.800.000,- per peserta didik per tahun. 

Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun dana PIP digunakan oleh 

peserta didik untuk berbagai kebutuhan pendidikan seperti buku, seragam, dan transportasi, 

besaran bantuan tersebut dirasa belum mencukupi. Penelitian Sholikhah (2019) di SMPN 2 

Gedangdari Kab. Gunung Kidul menunjukkan bahwa PIP hanya mampu memenuhi 55% hingga 

58% biaya personal pendidikan. Sedangkan data penelitian ini menunjukkan bahwa PIP baru 

memenuhi sekitar 25% dari total kebutuhan peserta didik, sehingga belum mencapai tingkat 

kecukupan yang optimal. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian 

Kebijakan Kementerian Pendidikan pada tahun 2020 yang menemukan adanya selisih yang 

signifikan antara besaran dana yang diterima peserta didik dengan kebutuhan riil peserta didik 

(Zamjani et al., 2020). Temuan lain juga menunjukkan bahwa dana PIP tidak cukup untuk 

memenuhi seluruh kebutuhan pendidikan peserta didik, sehingga perlu dilakukan evaluasi 

terhadap besaran dana (Safitri et al., 2021). Selain itu pernyataan informan juga memperkuat 
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temuan ini, bahwa nominal PIP saat ini terlalu kecil untuk memenuhi kebutuhan personal 

pendidikan peserta didik secara memadai. Keterbatasan ini semakin terasa di era digital, dimana 

perangkat digital dan akses internet sudah menjadi kebutuhan dasar dalam sektor pendidikan saat 

ini, yang memungkinkan peserta didik untuk belajar secara mandiri, mengakses materi ajar, dan 

menyelesaikan tugas kapan pun dan di mana pun (Gultom, 2020). Bahkan penelitian Liu & Gao 

(2021) menunjukkan bahwa akses terhadap komputer dan internet di rumah sangat penting bagi 

peserta didik di era digital untuk meningkatkan prestasi akademik. Sedangkan besaran dana PIP 

yang diterima oleh peserta didik tidak mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan baru peserta 

didik tersebut. Penelitian Karningsih (2021) mengenai implementasi PIP pada masa pandemi 

Covid-19 juga menunjukkan bahwa pemanfaatan dana PIP dalam pemenuhan kebutuhan peserta 

didik masih belum optimal, mengingat kebutuhan peserta didik yang semakin meningkat seiring 

dengan perkembangan teknologi. Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Yusup et al. (2019), 

hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa dana yang diterima masih belum cukup bahkan 

sangat kurang untuk memenuhi kebutuhan sekolah peserta didik di SMP Negeri 7 Salatiga. 

Kenaikan biaya pendidikan dari tahun ke tahun ini apabila tidak diimbangi dengan 

kenaikan unit cost PIP, dapat berdampak pada menurunnya aksesibilitas pendidikan, terutama 

bagi peserta didik dari keluarga berekonomi rendah, sebagaimana hasil penelitian Wang (2023) 

yang menyatakan bahwa daerah miskin dengan tekanan ekonomi cenderung memiliki tingkat 

putus sekolah yang lebih tinggi. Temuan ini semakin mempertegas pentingnya kecukupan 

bantuan pendidikan. Tren besaran unit cost PIP yang cenderung konstan, sedangkan inflasi terus 

terjadi selama hampir satu dekade semakin mengerus nilai riil bantuan tersebut. Nominal yang 

ada mungkin memadai pada tahun pertama atau kedua PIP diluncurkan, namun tidak lagi 

mencukupi kebutuhan peserta didik pada saat ini. Kebutuhan personal peserta didik seperti buku, 

alat tulis, sepatu, seragam, dan transportasi sudah pasti mengalami kenaikan harga yang cukup 

signifikan, sehingga kenaikan harga ini dapat mengancam akses pendidikan bagi anak-anak dari 

keluarga miskin (Noora, 2023). Meskipun PIP bertujuan untuk membantu peserta didik dari 

keluarga kurang mampu, namun besaran unit cost yang tidak mengalami kenaikan membuat 

bantuan tersebut tidak relevan dengan realitas ekonomi yang ada, para orang tua semakin 

kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sekolah anak-anak mereka. Bahkan sebagian orang tua 

mempekerjakan anak-anak mereka di luar jam sekolah untuk membantu perekonomian keluarga, 

yang pada akhirnya berdampak pada waktu belajar mereka (Noora, 2023). 

Keterbatasan anggaran menjadi kendala utama dalam meningkatkan besaran bantuan PIP, 

meskipun telah dilakukan upaya pengajuan kenaikan anggaran. Faktanya, hanya unit cost untuk 

jenjang SMA dan SMK yang mengalami kenaikan pada tahun 2024, sementara jenjang SD dan 

SMP masih tetap. Ketidaksesuaian antara besaran bantuan dan kenaikan harga barang semakin 

memperkecil daya beli dana PIP dan mengurangi efektivitasnya dalam membantu peserta didik 
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dari keluarga miskin atau rentan miskin memenuhi kebutuhan pendidikan mereka. Hal ini 

mengindikasikan perlunya kajian ulang mengenai besaran dana PIP agar lebih sesuai dengan 

realitas ekonomi dan mampu memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap peningkatan 

akses pendidikan. 

Penelitian mengenai kebutuhan biaya personal peserta didik juga pernah dilakukan oleh 

Perdana (2019), penelitian ini menggunakan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 

sebagai data utama untuk melakukan perhitungan biaya personal peserta didik pada semua jenjang 

pendidikan. Rata-rata biaya personal pendidikan peserta didik berdasarkan penelitian tersebut 

disajikan pada tabel 5. Untuk mempersempit cakupan, penulis hanya menyajikan estimasi biaya 

dari tahun 2023 saja dalam penelitian ini. 

Tabel 5. Rata-Rata Biaya Personal Pendidikan Peserta Didik Tahun 2023 

Komponen SD SMP SMA/ SMK 

Seragam 268.301 370.318 353.442 

Bahan Belajar 39.002 61.697 61.107 

Alat Tulis 82.511 103.485 108.104 

Kursus 3.868 5.544 4.995 

Study Tour 9.081 40.933 55.848 

Uang saku 1.275.549 2.052.116 2.708.851 

Transportasi 209.836 754.527 1.251.966 

Total 1.888.148 3.388.620 4.544.313 

Sumber: Perdana (2019); diolah peneliti 

*Data berdasarkan kelompok pendapatan 40% terbawah, sesuai target penerima PIP 

 

Tabel 5 di atas menunjukkan bahwa biaya personal pendidikan bagi peserta didik dari 

kelompok pendapatan 40% terbawah pada tahun 2023. Jika data tersebut disandingkan dengan 

besaran unit cost PIP, terdapat disparitas yang signifikan antara unit cost PIP dan kebutuhan biaya 

personal peserta didik seperti yang terlihat pada grafik 2 di bawah. 

 

 

Sumber: Perdana (2019) & Sipintar Puslapdik; diolah peneliti, 2024 
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Gambar 2. Grafik Perbandingan Unit Cost PIP dengan Rata-Rata Kebutuhan Biaya Personal Peserta 

Didik 

 

Grafik 2 di atas dengan jelas menunjukkan bahwa unit cost PIP jauh lebih kecil dibandingkan 

rata-rata kebutuhan biaya personal peserta didik di semua jenjang pendidikan. Unit cost PIP saat ini 

rata-rata hanya mampu memenuhi 24% dari kebutuhan personal peserta didik. 

 

Kesetaraan 

Berbeda dengan kesamaan, dimensi kesetaraan (equity) dalam kebijakan publik menurut 

Dunn (2018) mengacu pada keadilan dan pemerataan distribusi manfaat dan beban kebijakan di 

antara berbagai kelompok masyarakat, sedangkan dalam Gutama et al. (2022) prinsip keadilan 

dalam kebijakan PIP tercermin dalam landasan hukum, tujuan, dan manfaat program yang berfokus 

pada pemberian bantuan pendidikan kepada peserta didik yang memenuhi kriteria yang ditetapkan 

pemerintah. Oleh karena itu, dalam penyaluran PIP, dimensi kesetaraan memastikan bagaimana 

bantuan terdistribusi secara merata kepada penerima berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. 

Program Indonesia Pintar memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh anak yang masuk 

dalam kategori miskin atau rentan miskin untuk mendapatkan PIP. Tidak ada perlakuan yang 

berbeda berdasarkan gender, suku atau lainnya. Besaran unit cost yang berbeda-beda bertujuan 

untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing berdasarkan jenjang pendidikan. Misalnya, 

peserta didik jenjang SD menerima bantuan yang lebih kecil dibandingkan dengan jenjang SMP, 

sedangkan jenjang SMP mendapatkan lebih kecil daripada SMA dan SMK, sehingga bantuan 

terdistribusi secara merata. Meskipun PIP menyatakan memberikan akses yang sama bagi semua 

anak dari keluarga miskin atau rentan tanpa diskriminasi, temuan penelitian menunjukkan adanya 

potensi ketimpangan akses berdasarkan faktor geografis, karena minimnya akses teknologi dan 

informasi dibeberapa wilayah (Pratama & Suprayogi, 2024). Ketergantungan pada sistem 

pengusulan online melalui Sipintar dan Dapodik dapat menguntungkan daerah dengan akses internet 

yang baik dan merugikan daerah terpencil dengan infrastruktur digital yang terbatas, sehingga akan 

berdampak pada kesenjangan akses, kesempatan dan kualitas pendidikan (Della Aprilia Kartika 

Putri et al., 2023). Meskipun adanya kebijakan perpanjangan waktu pengusulan untuk 

mengakomodasi kendala akses internet tersebut, hal ini belum tentu cukup untuk menjamin 

kesetaraan akses. Sementara itu, penggunaan data kemiskinan seperti DTKS dan P3KE serta status 

layak PIP di Dapodik sebagai dasar penentuan kuota penerima PIP per wilayah merupakan langkah 

positif untuk memastikan keadilan distribusi bantuan. Namun, perlu dipastikan bahwa data tersebut 

merupakan data yang akurat, terkini, dan representatif, sehingga benar-benar mencerminkan kondisi 

kemiskinan dan kerentanan di masing-masing daerah. Karena DTKS kerap kali mengalami 
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exclusion error maupun inclusion error akibat lambatnya proses pemutakhiran dan validasi data 

yang belum optimal (Tatu Sius et al., 2024), sehingga masih ditemukan ketidaktepatan sasaran 

dalam pendistribusian dana PIP (Pratama & Suprayogi, 2024). Selain itu, perlu adanya mekanisme 

untuk mengakomodasi perubahan kondisi ekonomi keluarga yang mungkin terjadi setelah data 

dikumpulkan, sehingga bantuan PIP dapat lebih tepat sasaran dan menjangkau peserta didik yang 

benar-benar membutuhkan. 

Selain itu, pencairan dana PIP di daerah terpencil terutama yang jauh dari bank penyalur, 

menghadapi hambatan akibat sulitnya akses transportasi dan tingginya biaya yang harus dikeluarkan 

oleh penerima manfaat (Ahmad, 2018). Kondisi ini tidak hanya memperlambat proses pencairan, 

tetapi juga berpotensi mengurangi efektivitas program karena sebagian dana bantuan habis untuk 

menutupi biaya perjalanan, untuk mengatasi kendala ini, pelaksana program telah berkoordinasi 

dengan bank penyalur untuk menerapkan strategi jemput bola. Selanjutnya, diperlukan juga strategi 

yang lebih inovatif seperti pemanfaatan teknologi keuangan digital atau kerja sama dengan PT Pos 

melalui cash transfer atau Pos Giro Cash, yaitu aplikasi yang digunakan oleh PT Pos Indonesia 

untuk menyalurkan bansos yang dinilai efektif dalam menjangkau daerah 3T (terdepan, terpencil, 

dan tertinggal) (Nurhidayah & Adiwati, 2025), guna memastikan bahwa dana PIP dapat diterima 

secara cepat dan utuh oleh penerima manfaat tanpa menambah beban biaya. 

 

Responsivitas 

Dimensi responsivitas (responsiveness) digunakan untuk menilai sejauh mana suatu 

kebijakan atau program mampu merespon kebutuhan dan masukan dari target yang menjadi sasaran 

kebijakan (Dunn, 2018). Responsivitas suatu kebijakan juga dapat dilihat dari sejauh mana 

kebijakan tersebut merefleksikan keinginan publik, seperti penelitian di Spanyol yang menunjukkan 

adanya korelasi antara opini masyarakat dengan kebijakan pemerintah, khususnya di bidang 

kesejahteraan (Cicuéndez Santamaría, 2021). Sedangkan media berperan sebagai jembatan 

penghubung antara masyarakat dan pemerintah yang mendorong responsivitas kebijakan terhadap 

isu tertentu (Chen, 2023). Dalam konteks PIP misalnya, responsivitas mampu melihat apakah 

terdapat mekanisme yang efektif bagi peserta didik dan orang tua untuk menyampaikan keluhan atau 

saran terkait program PIP serta seberapa responsif pelaksana terhadap masukan tersebut. 

Responsivitas program PIP menunjukkan gambaran yang cukup positif. Penelitian 

menunjukkan bahwa pihak sekolah dan dinas pendidikan selaku pelaksana sangat mendukung 

adanya program PIP ini (Haqiqi & Prabawati, 2019). Meskipun besaran dana yang diterima dirasa 

belum mencukupi, penerima manfaat merasa puas dengan adanya program PIP, namun akses 

informasi terkait program masih terbatas dan tidak diberikan secara utuh (Riq & Yuniningsih, 2020). 

Sebagian besar penerima manfaat mengandalkan informasi dari sekolah dan guru, dengan minimnya 
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pemanfaatan saluran informasi resmi seperti Sipintar dan media sosial PIP. Hal ini mengindikasikan 

perlunya sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif mengenai berbagai kanal informasi PIP yang 

tersedia. Terkait mekanisme penyampaian keluhan, Puslapdik menyediakan beragam kanal, mulai 

dari WhatsApp, portal Lapor, layanan Zoom, hingga menu aduan di Sipintar yang bisa dimanfaatkan 

oleh sekolah atau dinas pendidikan. Setiap aduan yang diterima akan ditindaklanjuti oleh Puslapdik 

dengan cepat dan transparan. Namun, perlu dipertanyakan seberapa efektif sosialisasi mekanisme 

aduan ini kepada penerima manfaat, mengingat beberapa saluran seperti layanan Zoom dan Sipintar 

kurang familiar bagi peserta didik. Selain itu adanya sistem berjenjang untuk penyampaian aduan 

(Peserta didik/orang tua - Sekolah - Dinas Pendidikan - Pusat) berpotensi memperlambat proses 

penanganan keluhan dan menciptakan hambatan akses bagi penerima manfaat. Studi menunjukan 

bahwa struktur yang lebih horizontal terbukti lebih efisien dalam pengelolaan informasi, koordinasi, 

dan pengambilan keputusan yang responsif, sehingga meningkatkan fleksibilitas dalam menghadapi 

situasi darurat (Bhatt & Garge, 2023). Adapun respon pemerintah terhadap keluhan PIP dan 

masukan cukup beragam, mulai dari klarifikasi, solusi, hingga pertimbangan untuk perubahan 

kebijakan.  

 

Ketepatan 

Dimensi ketepatan menilai apakah tujuan yang ingin dicapai oleh kebijakan sudah tepat dan 

relevan dengan permasalahan yang ingin diatasi (Zakirin & Arifin, 2022). Proses penyaluran dana 

PIP melibatkan serangkaian tahapan yang terintegrasi untuk memastikan ketepatan sasaran dan 

efektivitas program, baik melalui kategori DTKS/P3KE maupun usulan dari pemangku kepentingan. 

Untuk usulan pemangku kepentingan, mekanisme diawali dengan pengusulan calon penerima PIP 

oleh satuan pendidikan melalui Dapodik. Data tersebut kemudian diverifikasi dan divalidasi oleh 

dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota. Validasi ini meliputi pengecekan kelengkapan data dan 

kesesuaian dengan kriteria penerima PIP. Dinas pendidikan kemudian menyusun rekapitulasi calon 

penerima PIP dan mengirimkannya ke Puslapdik melalui aplikasi Sipintar. Setelah menerima data 

usulan dari dinas pendidikan, Puslapdik selanjutnya menerbitkan SK Nominasi bagi calon penerima 

yang belum memiliki rekening di bank penyalur. SK Nominasi ini menjadi syarat bagi peserta didik 

atau orang tua/wali untuk melakukan aktivasi rekening di bank penyalur yang ditunjuk (BRI, BNI, 

atau BSI untuk provinsi Aceh). Proses aktivasi melibatkan verifikasi identitas dan pembukaan 

rekening baru atas nama peserta didik. Setelah rekening aktif, Puslapdik kemudian menerbitkan SK 

Pemberian PIP. SK Pemberian inilah yang menjadi landasan proses penyaluran dana PIP dari 

Puslapdik ke rekening penerima PIP. Terakhir, peserta didik atau orang tua/wali dapat mencairkan 

dana bantuan tersebut melalui teller, ATM atau agen perbankan seperti Brilink, BSI Griya, dan BLG 

(BNI Layanan Gerak) yang bekerjasama dengan bank penyalur. Adanya pemisahan SK Nominasi 
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dan SK Pemberian ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi penyaluran dan meminimalkan dana 

PIP dikembalikan ke kas negara.  

Berdasarkan informasi yang diperoleh pelaksanaan PIP sudah sesuai dengan aturan yang 

berlaku, yaitu merujuk pada Persesjen No. 19 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program 

Indonesia Pintar. Persesjen tersebut memuat informasi mengenai mekanisme pengusulan hingga 

pengaduan. Adanya proses administrasi yang tepat ini dapat mencegah terjadinya penyaluran yang 

salah sasaran, sepertinya penggunaan teknologi dapat membantu meningkatkan akurasi dalam 

pengelolaan data penerima bantuan (Salsabila et al., 2023). Selain itu untuk memastikan pelaksanaan 

PIP dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku serta menjamin bahwa PIP benar-benar 

disalurkan kepada yang membutuhkan, pengawasan PIP dilakukan oleh lembaga internal dan 

eksternal seperti Inspektorat Jenderal dan BPK serta lembaga pengawasan lainnya sesuai 

kewenangan. Namun, perlu ditelusuri lebih lanjut mengenai efektivitas pengawasan tersebut dalam 

mencegah penyimpangan dan memastikan kesesuaian implementasi PIP di lapangan. Hal ini 

dikarenakan masih adanya kebocoran dalam penyaluran bantuan sosial yang mengindikasikan 

perlunya peningkatan efektivitas pengawasan terutama dalam hal validasi data penerima manfaat 

(Firmansyah & Solikin, 2019). Meskipun sejauh ini tidak terdapat pro dan kontra masyarakat yang 

signifikan terkait pelaksanaan PIP, namun sering terjadinya miskomunikasi dan kesalahpahaman 

terkait keberlanjutan SK PIP, dimana sebagian peserta didik beranggapan bahwa jika tahun ini 

mereka menerima SK PIP, maka pada tahun-tahun berikutnya mereka juga akan otomatis menjadi 

penerima PIP. Padahal, PIP tidak menjamin keberlanjutan PIP setiap tahunnya. Penerbitan SK PIP 

dilakukan berdasarkan usulan dari pemangku kepentingan serta mempertimbangkan ketersediaan 

data kemiskinan, seperti yang tercantum dalam DTKS dan P3KE. Adanya kesalahpahaman ini 

mengindikasikan perlunya sosialisasi yang lebih efektif mengenai ketentuan program. 

Dalam hal ketepatan penggunaan dana, meskipun peserta didik mengaku menggunakan dana 

PIP untuk kebutuhan pendidikan, beberapa peserta didik juga memanfaatkannya untuk keperluan 

lain, seperti study tour, membeli kebutuhan pokok, atau membayar SPP. Perlu dipahami bahwa 

meskipun SPP dan study tour termasuk dalam biaya pendidikan, keduanya bukanlah bagian dari 

biaya personal pendidikan peserta didik yang ditanggung oleh PIP (Wahyuni et al., 2024), melainkan 

termasuk dalam biaya operasional pendidikan yang berada di luar cakupan PIP. Hal ini menunjukkan 

lemahnya sosialisasi PIP yang diterima oleh penerima manfaat. Meskipun berbagai upaya telah 

dilakukan untuk meningkatkan pengawasan seperti monitoring, namun luasnya cakupan penerima 

PIP membuat monitoring ini tidak mampu menjangkau seluruh penerima, sehingga masih 

ditemukan adanya siswa yang menerima dana tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya 

(Dimmera & Purnasari, 2020). Oleh karena itu, pengawasan dan sosialisasi perlu diperkuat untuk 

memastikan dana PIP benar-benar digunakan sesuai peruntukannya. 



 

47 JAMP: Jurnal Administrasi Pendidikan dan Manajemen Pendidikan Volume 8 No 1 Januari 2025 Hal: 28-51 
 

 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

SIMPULAN 

Hasil analisis menunjukkan bahwa Program Indonesia Pintar (PIP) telah menunjukkan 

efektivitas yang cukup signifikan dalam mengurangi beban biaya pendidikan bagi peserta didik dari 

keluarga miskin dan rentan miskin. Namun, besaran dana yang belum sepenuhnya disesuaikan 

dengan kebutuhan nyata peserta didik, terutama di jenjang SD dan SMP yang tidak mengalami 

kenaikan sejak 2015, menjadi tantangan tersendiri untuk meningkatkan dampak dari program ini. 

Selain itu, distribusi PIP yang mencakup berbagai wilayah telah memperluas jangkauan PIP, 

meskipun masih terdapat kendala aksesibilitas di daerah terpencil akibat keterbatasan infrastruktur 

dan akses transportasi yang sulit ke bank penyalur. Sistem pengawasan juga telah membantu 

memastikan sebagian besar dana digunakan untuk keperluan pendidikan, meskipun masih 

diperlukan adanya sistem pengawasan yang lebih kuat untuk mencegah penyalahgunaan dana. 

Secara keseluruhan, PIP telah memberikan dampak dalam mendukung pendidikan anak-anak 

Indonesia, sekaligus menunjukkan potensi untuk mencapai efektivitas yang lebih tinggi dengan 

perbaikan pada beberapa aspek strategis. 

 

SARAN 

Untuk mengoptimalkan kebijakan Program Indonesia Pintar, pemerintah perlu melakukan 

evaluasi dan penyesuaian terhadap besaran unit cost PIP secara berkala. Hal ini bertujuan untuk 

mencerminkan kebutuhan riil peserta didik, termasuk mempertimbangkan biaya tambahan yang 

diperlukan untuk mengakses internet dan perangkat teknologi pendidikan. Dengan adanya 

penyesuaian ini, maka diharapkan PIP dapat lebih relevan terhadap kebutuhan nyata peserta didik. 

Selanjutnya strategi pencairan dana yang lebih efisien juga perlu diterapkan, terutama bagi daerah 

yang menghadapi kesulitan akses ke bank penyalur. Beberapa strategi yang dapat menjadi 

pertimbangan adalah pencairan dana dengan mekanisme seperti cash transfer atau Pos Giro Cash 

melalui kerja sama dengan PT POS Indonesia, guna memastikan penerima manfaat dapat mengakses 

bantuan tanpa beban tambahan biaya transportasi. Terakhir, pemerintah juga perlu mengembangkan 

mekanisme monitoring berbasis teknologi untuk memastikan transparansi dan akurasi dalam 

penggunaan dana PIP. Disamping itu, sosialisasi yang lebih intensif dan terarah juga perlu dilakukan 

untuk meningkatkan pemahaman penerima manfaat tentang ketentuan dan penggunaan dana PIP, 

sehingga PIP dapat berjalan dengan lebih efektif. 
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